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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hak pendidikan bagi anak perspektif
hukum keluarga dan ganun Aceh. Dalam hukum Islam, perlindungan anak dikaji dalam bab
hadhanah, yakni pemeliharaan (pengasuhan) anak, sedangkan dalam Qanun Aceh
perlindungan anak diatur dalam Qanun nomor 11 tahun 2008. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa terdapat poin penting Qanun Aceh nomor 11 tahun 2008 yakni terkait fungsi sebagai
‘payung hukum” perlindungan anak, yakni menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan
perkembangan anak, meliputi hak hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan
memperoleh pendidikan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan secara inklusif,
serta melindungi anak dari bentuk eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Dengan
demikian, setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang diatur secara regulatif
dalam tatanan hukum di Indonesia, sebagai upaya negara dalam mencerdaskan kehidupan
bangsa dan mewujudkan insan (anak) yang bermutu unggul dan berkarakter.

Kata kunci: Hak Pendidikan Anak, Qanun Aceh.
Abstract

This study aims to analyze the protection of the right to education for children from the
perspective of family law and Aceh ganuns. In Islamic law, child protection is studied in the
hadhanah chapter, namely child care, while in the Aceh Qanun child protection is regulated
in Qanun number 11 of 2008. This study uses a qualitative approach with a literature study
method. The results of this study indicate that there are important points of Qanun Aceh
number 11 of 2008 which are related to the function as a "legal umbrella" for child protection,
namely ensuring the fulfillment of children's developmental rights and needs, including the
right to live, grow, develop, participate, and obtain education in accordance with their dignity.
and human dignity in an inclusive manner, and protect children from other forms of
exploitation, violence, and discrimination. Thus, every child of the nation has the right to
obtain an education that is regulated by regulation in the legal order in Indonesia, as an effort
by the state in educating the nation's life and realizing human beings (children) of superior
guality and character.

Keywords : Children's Education Rights, Aceh Qanun.

PENDAHULUAN

Anak merupakan “‘gambaran” kehidupan di masa mendatang (Mayar, 2013: 459-464;
Rasyid, 2015). Sebab, anaklah yang akan menjadi generasi penerus kehidupan dan
menghadapi langsung berbagai dinamika perubahan yang terjadi (Tanu, 2019: 19-29). Ini
menunjukkan pentingnya peran anak di masa mendatang, sehingga perhatian terhadap
pemenuhan hak anak adalah kewajiban bagi setiap orang dewasa, tidak hanya orangtua
anak masing-masing.

Kewajiban menafkahi anak, secara mutlak memang dibebankan terhadap
orangtuanya (Azizi, 2019: 55-67; Mukharis, 2018). Akan tetapi, pemenuhan hak lain bagi
anak, meliputi hak sosial, hak budaya, hak partisipatif di masyarakat, hak untuk tumbuh-
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kembang anak, khususnya hak pendidikan bagi anak ialah kewajiban bagi masyakat secara
holistik (Soetari, 2017: 116-147; Inkiriwang, 2020). Dengan demikian, tidak ada istilah
melindungi anak sendiri lantas mengabaikan anak orang lain (bukan anak kandung).

Sebagai negara hukum, Indonesia telah “memayungi” perlindungan anak melalui
kajian hukum negara, begitupun pemerintah Aceh menguatkan peraturan perlindungan anak
ini melalui kebijakan Qanun nomor 11 tahun 2008 tentang perlindungan anak. Ini semakin
mengukuhkan tentang pentingnya kehadiran masyarakat dan negara dalam melindungi
segenap anak bangsa, demi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara (Gubernur
Aceh, 2008).

Fenomena saat ini, betapa banyak anak yang tidak memperoleh haknya untuk
mendapatkan pendidikan yang layak. Tidak jarang, anak sejak usia dasar telah berhenti
sekolah (Hakim, 2020: 122-132) dan harus menjajakan makanan di persimpangan jalan raya
(lampu merah) sebagai pedagang asongan (Anggraini, et.al.,, 2020: 123-132; Setyosari &
Purwito, 2009), adapula anak yang harus membadut (Putro, et.al.,, 2021: 1218-1228;
Assingkily & Sit., 2020: 141-148; Putra, et.al., 2021: 121-126), menggunakan cat berwarna
silver (Husin & Guntara, 2021: 947-958; ), dan mengemis (Sukadi, 2013; Ambat, 2013).
Padahal mereka semua berhak memperoleh pendidikan yang layak untuk kehidupan yang
lebih “cerah” di masa mendatang.

Menurut Septiana (2021), tidak benar pandangan masyarakat terhadap anak jalanan
sebagai generasi “nakal” sehingga harus dimarjinalkan. Padahal kewajiban bersamalah
membantu anak-anak “kurang beruntung” tersebut memperoleh pendidikan yang layak dan
bermartabat. Atas dasar ini, patut dipertanyakan seberapa maksimal implementasi kebijakan
pemerintah melalui kementerian/dinas terkait dalam melindungi hak anak memperoleh
pendidikan.

Lebih lanjut, Luthfiyah (2021) mengemukakan bahwa anak harus dididik secara
kontiniu dalam aspek keimanan (kecerdasan spiritual), wawasan pengetahuan (kecerdasan
intelektual), dan kepekaan sosial (kecerdasan emosional). Sundari (2021) menambahkan,
potensi-potensi tersebut urgen diberikan kepada anak sejak dasar sebagai upaya melindungi
anak dari dampak negatif perubahan dan kecanggihan teknologi yang sangat pesat. Ini
menunjukkan kebutuhan anak terhadap pendidikan sangatlah besar.

Aceh sebagai “negeri serambi Mekah” meyakini betul pentingnya peranan anak bagi
kehidupan di masa mendatang. Atas dasar ini, penguatan diberlakukan melalui terbitnya
ganun Aceh nomor 11 tahun 2008 yang berbunyi: “(1) setiap anak berhak mendapat
perlindungan dalam situasi darurat bencana, konflik bersenjata, dan konflik sosial. (2)
Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab atas
perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)’. Dalam Qanun tersebut, dijelaskan
bahwa anak disebut sebagai individu yang belum berusia 18 tahun (termasuk yang masih
dalam kandungan) (Gubernur Aceh, 2008).

Sejatinya, penelitian relevan dengan tema ini telah diteliti sebelumnya dari berbagai
sudut pandang. Di antaranya membahas dari aspek perlindungan anak sebagai bagian Hak
Asasi Manusia (HAM) (Sudrajat, 2011: 111-132; Friatna, 2019: 55-70), pemenuhan hak
kesehatan bagi anak (Kurniawan, 2011: 187-200), penerapan hukum jinayat bagi anak (Ulya,
2016: 135-148), perlindungan anak di mata hukum berdasarkan ganun Aceh (Amrullah,
2019: 55-72; Djawas & Fajrina, 2019: 295-321), gqanun hukum keluarga (Mumtazinur &
Wahyuni, 2021: 76-89), dan perlindungan terhadap anak terlantar (Assingkily, 2021).

Mencermati literature review di atas, dapat diinterpretasikan bahwa perlindungan
anak adalah perihal azasi (mendasar) bagi keidupan setiap manusia. Di samping itu, juga
ditemukan “sisi kosong” kajian terkait tema di atas, yakni belumnya ada pembahasan
spesifik perlindungan anak terhadap hak pendidikan berbasis ganun Aceh nomor 11 tahun
2008, meskipun ada peraturan ganun lain yang telah mengatur khusus penyelenggaraan
pendidikan (Lihat Qanun Aceh nomor 11 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan).
Atas dasar ini, peneliti melaksanakan kajian mendalam terhadap tema tersebut, yang
dirangkum dalam judul, “Perlindungan Hak Pendidikan Bagi Anak Perspektif Qanun Aceh

Nomor 11 Tahun 2008”.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library
research). Adapun prosedur pelaksanaannya, yakni dengan menganalisis penelitian-
penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan perlindungan anak berdasarkan Qanun Aceh
Nomor 11 tahun 2008. Data diperoleh melalui laman pencarian sumber referensi kredibel,
seperti google scholar, DOAJ, dan SINTA. Selanjutnya, dianalisa menggunakan bahan
bacaan relevan yang bertaraf sumber ilmiah, baik lokal, nasional, juga internasional, serta
ditambah dokumen Qanun nomor 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Assingkily,
2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Hak Anak

Perlindungan anak merupakan segala bentuk tindakan atau kegiatan untuk menjamin
dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Atas dasar ini, pemerintah Aceh
melalui kebijakan ganun nomor 11 tahun 2008 menjelaskan bahwa difasilitasi Pusat
Pelayanan Terpadu (PPT) sebagai lembaga independen yang berfungsi melayani korban
kekerasan berbasis rumah sakit, dikelola secara bersama dalam bentuk perawatan medis,
psiko-sosial, dan pelayanan hukum.

Dalam Qanun tersebut, diuraikan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak
dilakukan dengan memperhatikan agama, adat-istiadat, sosial budaya masyarakat, dalam
mengedepankan prinsip-prinsip dasar hak anak. Lebih lanjut, prinsip dasar hak-hak anak,
yaitu (1) tidak diskriminasi, (2) mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, (3) hak untuk
hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai fase usia anak, dan (4) mengapresiasi pendapat
anak.

Pada Bab X “Sistim Rujukan” Qanun Aceh nomor 11 tahun 2008 pasal 46
menyatakan bahwa anak berhak memperoleh 8 pelayanan, yakni (1) layanan medis, (2)
layanan hukum, (3) layanan psikologis, (4) layanan rohani, (5) layanan sosial ekonomi, (6)
layanan pendidikan, (7) layanan tempat penampungan sementara, dan (8) layanan
reintegrasi ke masyarakat. Mencermati beberapa layanan tersebut, menunjukkan bahwa
pendidikan memiliki kedudukan penting untuk dipenuhi haknya bagi anak (Wuryandani,
et.al., 2018: 86-94).

Dengan demikian, pendidikan menjadi modal sekaligus “gambaran masa depan” bagi
setiap anak. Sebab, melalui pendidikan anak akan memperoleh edukasi, pendidikan moral,
serta pelatihan keterampilan soft skills dan hard skills. Oleh karena itu, patutlah negara hadir
memfasilitasi dan melindungi hak anak, khususnya terkait bidang pendidikan.

Perlindungan Hak Pendidikan Bagi Anak Perspektif Qanun Aceh Nomor 11 Tahun
2008

Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2008 tentang perlindungan anak memuat aturan
kompleks terkait perlindungan anak, mulai dari bab pengasuhan, pewalian, pelayanan dan
perlindungan hak anak, sampai dengan ketentuan pidana. Hal ini merupakan bentuk
responsif pemerintah Aceh terhadap tindak kekerasan dan kriminalitas yang terjadi pada
anak.

Di samping ganun tersebut, pemerintah Aceh juga telah mengeluarkan ganun lainnya
terkait perlindungan anak dan upaya mengembangkan potensi diri anak, yakni terdapat pada
Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelestarian Adat di Aceh dan Qanun Aceh Nomor
8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Akidah. Atas dasar beberapa kebijakan
ini, menunjukkan perhatian besar pemerintah Aceh terhadap perlindungan anak, tentunya
dibutuhkan pengawasan dan kepedulian semua pihak dalam merealisasikan kebijakan
(ganun) tersebut.

Pendidikan sebagai salah satu bidang fundamen dan penting bagi anak, hendaknya
dapat ditindaklanjuti implementasi kebijakan ganun tersebut oleh satuan lembaga pendidikan
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di Aceh, baik negeri maupun swasta (Fitriani, 2016). Kuantitas lembaga pendidikan yang
semakin meningkat di Aceh, hendaknya selaras dengan kualitas lembaga serta mutu lulusan
yang dihasilkan (Safrida, et.al.,, 2021: 71-80). Dengan demikian, tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap pendidikan di Aceh semakin meningkat.

Lazimnya, masyarakat memercayakan anak mereka untuk menempuh pendidikan di
Dayah (pondok pesantren) Aceh, ini tentu menjadi ciri khas dan suatu hal yang positif. Akan
tetapi, lembaga pendidikan formal mulai jenjang SD/MI sederajat, SLTP/sederajat,
SLTA/sederajat, hingga jenjang pendidikan tinggi (perguruan tinggi) hendaknya
memposisikan diri sebagai lembaga pendidikan yang ada di Aceh dalam upaya
memprioritaskan pembentukan karakter, penguasaan wawasan intelektual, dan memiliki
keterampilan (soft skills dan hard skills) yang dibutuhkan masyarakat ke depan (Fadhilah &
Syahril, 2019).

Kasus anak tidak memperoleh pendidikan masih juga terjadi di Aceh, meskipun
kebijakan (ganun) telah tegas mengatur perlindungan hak pendidikan bagi anak. Betapa
banyak pula anak yang “putus sekolah” di “usia emas” untuk memperoleh pendidikan.
Padahal, berbagai bantuan telah dikeluarkan untuk membantu anak-anak yang kurang
mampu tersebut. Begitupun, media juga sering menampilkan bahwa banyak anak yang tidak
berhak menerima bantuan, malah ikutserta memperoleh bantuan (beasiswa kurang mampu,
beasiswa baitul mal, beasiswa dari BPSDM Aceh, dan beasiswa bantuan lainnya) (Majid &
Shabri, 2014).

Atas dasar ini, diperlukan pengawasan dan pendampingan independen khusus
dalam mengimplementasi kebijakan (ganun) tentang perlindungan hak pendidikan bagi anak.
Sebab, keberpihakan pemerintah dalam memfasilitasi pendidikan bagi anak, akan
menghantarkan suatu daerah makmur dan sejahtera. Dengan demikian, implementasi ganun
Aceh nomor 11 tahun 2008 tentang perlindungan anak patut diawasi dan dijadikan regulasi
dasar bagi segenap masyarakat Aceh untuk melindungi hak-hak anak, terutama hak di
bidang pendidikan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis mengemukakan
kesimpulan bahwa terdapat poin penting Qanun Aceh nomor 11 tahun 2008 yakni terkait
fungsi sebagai “payung hukum” perlindungan anak, yakni menjamin terpenuhinya hak dan
kebutuhan perkembangan anak, meliputi hak hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi,
dan memperoleh pendidikan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan secara
inklusif, serta melindungi anak dari bentuk eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Dengan
demikian, setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang diatur secara regulatif
dalam tatanan hukum di Indonesia, sebagai upaya negara dalam mencerdaskan kehidupan
bangsa dan mewujudkan insan (anak) yang bermutu unggul dan berkarakter.
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